
 

 
 

 

BUPATI ROKAN HULU 
PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 

NOMOR  32  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

KABUPATEN ROKAN HULU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI ROKAN HULU, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 

menyatakan Bupati/Wali kota mendelegasikan 
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada 
Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi, dan kota Batam (Lembaran Negara 
tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 34 tahun 2008 Tentang Perubahan ke Tiga Atas 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4880); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

 SALINAN 



 
 
 

 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang 

Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 
Nomor 61); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 



 
 
 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
5. Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas  Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.   

6. Kepala DPMPTSP adalah kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu. 
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan  dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada  Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih  rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 
gugat beralih  sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan 
perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik 

mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang 
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 

9. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya 
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 

10. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha 
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 

12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 

tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 
terpadu satu pintu. 

13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau kerugian dari 

suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha 

berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas 

yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online 

Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan 

Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, Bupati, Bupati kepada pelaku usaha melalui 

sistem elektronik yang terintegrasi. 
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut 

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 

18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti 

registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan 
sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan 

usahanya. 
19. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk 

pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha 
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 

20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR 
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 
RTR. 

21. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 
22. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 

disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. 

 

 



 
 
 

23. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 
disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana 

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional 
yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan 

mempertimbangkan azas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
24. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan 

Perizinan Berusaha. 
25. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha. 

26. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
27. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota. 

28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah 

perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk 
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 

merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan 
Gedung. 

29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF 
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat 
dimanfaatkan. 

30. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 

SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan 
Gedung. 

31. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi 

terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi 
pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis 
Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 

32. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk 

melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan 
Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
33. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya 

sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan 

pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

34. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan 
aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output 

baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang 
Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat  koordinasi, 
integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik. 

35. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha 
sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui 

pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
Pelaku Usaha. 

Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 

a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 



 
 
 

b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatangan baik 

secara elektronik terintegrasi maupun manual; 
c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam 

penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi 
kewenangannya. 

 
Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendorong kemudahan 
berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, 
professional serta berintegritas. 
 

BAB II 
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN 
 

Pasal 4 
 

(1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan perizinan dan 

nonperizinan kepada kepala DPMPTSP. 
(2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 

a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang 

dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan azas tugas pembantuan; 
c. Perizinan dan non perizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 
 

BAB III 
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  

DAN NONPERIZINAN  
 

Pasal 5 
 

(1) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
meliputi:  

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan  
b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. 

(2) Untuk memulai kegiatan dan melakukan kegiatan berusaha, Pelaku Usaha 

wajib memenuhi :  
a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau  

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
 

Pasal 6 
 

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) huruf a meliputi :  

a. KKPR;  
b. Persetujuan Lingkungan; 

c. PBG; dan 
d. SLF. 

(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a diterbitkan melalui sistem OSS meliputi :  
a. KKKPR; dan  

b. PKKPR. 



 
 
 

(3) KKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan 

pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem 
OSS. 

(4) PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang:  

a. belum tersedia RDTR; atau  
b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS. 

(5) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan 

melalui sistem OSS. 
(6) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau 

UKLUPL, Persetujuan Lingkungan diberikan melalui :  
a. Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau  

b. Verifikasi atas UKLUPL;  
(7) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi 

pemenuhan persyaratan perizinan berusaha. 

(8) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diterbitkan 
melalui Sistem Bangunan Gedung (SIMBG). 

 
Pasal 7 

 
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf b yang terdiri atas :  
a. NIB;  
b. Sertifikat Standar; dan  

c. Izin. 
(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, 
peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar, dan 

luas lahan.  
(3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :  

a. rendah;  

b. menengah rendah;  
c. menengah tinggi; dan  

d. tinggi. 
dikaitkan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas 

kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.  
(4) Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mengacu kepada Norma Standar Prosedur dan Kriteria 
kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha. 

(5) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha 
dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha. 
 

Pasal 8 

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) huruf c adalah 
sebagai berikut: 

A. PERIZINAN 

1. Izin Reklame 
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 

3. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan 
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal 
5. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 
6. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 



 
 
 

 
7. Surat Izin Praktek Fisioteraphy (SIPF) 
8. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 

9. Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi  
10. Surat Izin Praktek Dokter Hewan 
11. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 
12. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 

13. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 
14. Izin Tukang Gigi 
15. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 
16. Surat Izin RO (Refraksionis Optisien/Optometris) 
17. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 

18. Surat Izin Radiografer (SIKR) 
19. Surat Izin Perekam Medis 
20. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi 
21. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 
22. Surat Izin Teknisi Gigi (SIKTG) 

23. Surat Izin Teknisi Elektromedis 
24. Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis (SIKOP/SIPOP) 
25. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis 
26. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 

27. Surat IzinPraktik Penata Anestesi 
28. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) 
29. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) 
30. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOP/SIPOT) 
31. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) 

32. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Jamu (SIPTKT Jamu) 
33. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis 

 
B. NON PERIZINAN 

1. Rekomendasi Riset 

2. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN PELAYANAN 
 

Pasal 9 

(1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) 

dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan/atau pemohon baik 
dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan DPMPTSP. 

(2) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: 

a. Pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif pelaku usaha 
dan/atau pemohon. 

b. Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan 

pelayanan kepada pelaku usaha dan/atau pemohon dengan 
menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP 
bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis 

berada pada perangkat daerah teknis terkait. 
 



 
 
 

BAB V 
KEWAJIBAN 

 
Pasal 10 

 

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
DPMPTSP berkewajiban untuk: 

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada 
masyarakat; 

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait 
dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan baik pada 

saat dan pasca diterbitkan; 
c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing 

Perizinan dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala 

dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Perangkat Daerah yang terkait.   

 
BAB VI 

PENDAMPINGAN HUKUM 

 
Pasal 11 

 

(1) Apabila terjadi permasalahan hukum, pada Aparatur Sipil Negara di 
Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan 

nonperizinan dapat memperoleh pendampingan hukum. 
(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VII 
PENGAWASAN 

 

Pasal 12 
 

(1) DPMPTSP melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dan 
nonperizinan di daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 
perangkat pengawasan antara lain : 

a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem 
OSS; 

b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan; 

c. surat pemberitahuan kunjungan; 

d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar 

pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan 

e. berita acara penyelesaian. 

 
(3) DPMPTSP dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tata cara pengawasan. 
 

 
 

 



 
 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 13 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Rokan Hulu 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non 

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019  (Berita Daerah Kabupaten  Rokan hulu 

Tahun 2020 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 14 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu. 
 

 
Ditetapkan di Pasir Pengaraian  

pada tanggal 6 September 2022 
 
BUPATI ROKAN HULU, 

 
   ttd 

 
S U K I M A N 

 
 
Diundangkan di Pasir Pengaraian  

pada tanggal 6 September 2022 
Salinan sesuai aslinya, 

SEKRETARIS DAERAH                           
KABUPATEN ROKAN HULU,  

 
 

          ttd 

 
MUHAMMAD ZAKI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 32



 


